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ABSTRAKS!

Pada daswmys Notans sebagat Pejabat Umumt, memiliki tupas dan
kewenangan yang pokok yakmi umiok membuoat akla elentik sebagal alat bukd
yang sempuna seperhi yang duegaskan dalam Burperijk Wetboek (B.W.) Pasal
1868 yang berbunyi: "Sualu akta otentik laladh suatu akla vapyg dibuat dalam
bentuk yang ditenivkan undang-undang oleh atav dihadapan pejabat unmom yang
berwenang untuk it di tempat akta iw dibual. dengan demikian akia yang dibuat
ofely Notaris schagai pejabat umum adalgh suatu alal bukli yang meniliki
kepastian hukum kavena dibual oleh atsu dihadapan pejabal yang berwenang
untuk itu.

Pada awalnya labatan Notaris dalam mebuat skta berdasarkan suatn
gluran atau berpedoman pada Reglement op het Notaris-ambt in Tndonesie
{Standsbiad Nomer 3 Tahun 1860) nmmun pada perkembagannya atwam ind
diganti dengan Undang-undang Jabatan Notaris Nomaor 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Motaris. Semula dalam Peraturan jahatan Notaris kewehangan Notaris
tidak melingkupi hal-hal yang berkaitan dengan pertanshan, namun pada aturan
yang baru yakni UUIN kewenanpan Nolaris mengalami  perluasan  yang
dimplementasikan melalui Pasal 15 ayat 2 bural {1}, yakni Notaris juga memiliki
kewenangan dalam bidang vanp berkaitan dengan peranahan, hal ini wajar jika
dilthat davi perkembagan jaman, dimana scorang Notaris semakin dituniu untuk
semakin berkembang dalam hal mempermudah pelayanan kepada masyarat
sehagal pengguna jasa Notaris khususnya dalam hal pertanahan.

Namum  dengan  berfambahnya  kewenganan  MNolaris  int, pada
perkembanganya tidak berjalan seperti scharusnya, hal ini karena scbagian pihak
menginerprelasikan bermacam-macam, dan bahkan sehagian lagl berpendapat
balhwa kewenangan ini iefali menpenyampingkan kewenapan Pejabat Pembual
Akta Tanah sebagai pejabat yang di tunjuk dan memiliki kewenagan yang bersilal
khusus dalam pembuatan akta mengenai perbuatan hukuin yang berkaitan dengan
pertanahan,

Tujuan dari Peneltian ini adalah vniuk mengetabw dan menganahisa
sejauh batasan kewenangan nolaris dalam pembualan akla otentk dv bidang
pertanahan dan bagaimana  kepastian hukum  dan akta  otenttk  mengeng
pertanahan yang dibuat dihadapan dan ofeh notaris.

Liisarankan kepada pihak-pthak vang terkait menpenat perfuasan kewenagasn
notaris ini di antaranya pibak BPN dan PPAT agar dapat menerinia akta tanah yang
dibuat oeh Notaris, gona kelancaran dalam proses pendsftaran tanabl seperti vang
diamanatkan oleh UUPA. Karena Notarislah yang Berwenang memboat akta otentik
datam bidang pertanahan. 1an akta yang dibuat notaris dapat mengakomodir kepentingan
pihak-pibak, Serta disarankan kepada notarts sebelum pembuatan suatn akta benar-benar
mengenal dan memabami maksud dari pam pilak, sebingga semua konflik yang akan
timbul telah dapat diantisipasi dan semua keinginan para pthak dapat terakomocdasi secara
maksinal dalam akta dimaksud, dengan demikian kekuatan otentisitas dari akta notapis
tersebut dapat tetap terjaga dengan baik,
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